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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada era sekarang permasalahan penyalahgunaan narkoba sangat 

meresahkan. Peningkatan jumlah penggunanya disebabkan karena mudahnya 

bahan berbahaya tersebut didapatkan. Pengguna narkoba sendiri tak kenal gender 

dan usia, seluruh masyarakat terancam mengalami kecanduan jika telah mencicipi 

zat berbahaya ini. Kenyataan tersebut sangatlah mengkhawatirkan, terkhusus bagi 

generasi muda yang merupakan masa depan bangsa, saat ini penyebaran narkoba 

telah sampai kepada daerah pelosok, tidak hanya di kota besar saja.  

Narkotika telah lama hadir dan diketahui umat manusia. Dulunya  narkoba 

hanya bisa digunakan oleh komunitas tertentu di tiap negara dengan jumlah 

terbatas, namun saat ini narkoba sudah tersebar dalam spektrum luas. Masa 

modern saat ini narkotika sudah dijadikan permasalahan bagi umat manusia di 

tiap belahan dunia. Narkoba dapat menghalau akal sehat, merusak tubuh serta 

pikiran, bahkan dapat mengancam masa depan umat manusia. 

 Dewasa ini peredaran narkoba semakin hari menjadi keresahan di 

masyarakat serta susah untuk terselesaikan. Pemerintah daerah telah melakukan 

berbagai tindakan dan mengupayakan berbagai solusi untuk menyelesaikan 

masalah terkait narkoba, dimulai dari sosialisasi bahayanya narkoba yang telah 

dilaksanakan pada tingkat remaja atau anak-anak untuk diberikannya hukuman 

yang berat bagi pemakai narkoba. 
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 Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan terkait 

Peredaran oba-obatant terlarang seperti narkotika dan psikotropika secara ilegal. 

Total penduduk dengan 200.000 jiwa lebih di Indonesia dengan proporsi 

penduduk tua yang lebih sedikit (sekitar 60 persen) dengan tingkat kesejahteraan 

atau ekonomi yang rendah. Perihal ini berpotensi besar bagi peredaran gelap 

narkoba serta menjadi faktor pendorong bagi para pengedar narkoba muda yang 

ingin cepat memiliki uang yang banyak tetapi bekerja malas-malasan. Kecepatan 

informasi yang berasal dari tiap negara industri maju serta era globalisasi yang 

membuat tergesernya nilai selera serta gaya hidup yang lebih mengarah kepada 

individualisme, kemakmuran (egoisme), hedonisme serta konsumsi.1 

Permasalahan beredarnya narkotika di Indonesia sudah menjadi masalah 

serius serta beresiko ancaman bagi keamanan nasional. Kasus kejahatan narkotika 

meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya peredaran narkotika ini bisa dilihat dari 

terungkapnya kasus penyelundupan narkotika oleh aparat penegak hukum. Pada 

saat ini sasaran peredaran narkotika tidak hanya golongan masyarakat tertentu. 

Penyalahgunaan narkotika berasal dari tiap kalangan yakni pelajar, pekerja serta 

pengangguran.2 Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose telah 

mengungkap terjadinya peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia di 

tahun  2021 sebesar 0,15 persen dari tahun 2019, hingga menjadi 1,95 persen atau 

                                                
1Aldo Pratama, Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan 

Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan 

Humaniora, Vol. 7 No. 2 Tahun 2020,  hlm. 421 
2Nabiela Ramadhani, Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran 

Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016, Journal of 

International Relation, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 1074 



3 

 

 

 

 

 

3,66 juta jiwa.3 Selanjutnya BNN memberikan laporan, terdapat 851 kasus 

penyalahgunaan narkotika obat-obatan di Indonesia pada tahun 2022 jumlah 

tersebut mengalami kenaikan 11,1 % dibanding tahun sebelumnya yakni 766 

kasus.4  

Indonesia ialah negara hukum yang berdaulatkan pada Pancasila serta 

Undang-Undang Dasar 1945 dengan membuat aturan yang mengatur tata 

kehidupan di masyarakat yang berasal dari sumber hukum agar tercipta keamanan 

serta ketertiban, dengan konsekuensinya, segala tindakan dan perilaku semua 

komponen masyarakat perlu disesuaikan serta seirama dengan nilai hukum yang 

berlaku. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah pada bidang pelayanan 

kesehatan berupaya guna terwujudnya kehidupan bermasyarakat di Indonesia 

yang sejahtera, adil serta makmur.  

Narkoba sendiri sangat mirip dengan miras atau khamr, dalam Islam khamr 

banyak sekali dijelaskan seperti pada kandungan Al-Qur’an surah al-maidah ayat 

90 :  

نْ عَمَل   جْسٌ مّ  ر  وَالْانَْصَاب  وَالْاَزْلَام  ر  ا ا نَّمَا الْخَمْر  وَالْمَيْس  يْنَ اٰمَن  وْْٓ يْٰٓايَُّهَا الَّذ 

وْنَ  ﴿۹۰﴾   الشَّيْطٰن  فاَجْتنَ ب وْه  لعََلَّك مْ ت فْل ح 

 “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman 

keras, berjudi, (mengorbankan untuk) berhala, dan meramal nasib dengan anak 

                                                
3BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa. (2022, Februari 

10), diakses pada januari 31, 2023 dari  artikel ilmiah : 

https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-

meningkat-jadi-366-juta-jiwa  
4Shilvia Widi, BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022, 21 Feb 2023, 

https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022 diakses 

Senin, 17 April 2023 pukul 00.39 WITA. 
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panah adalah kekejian (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan) 

itu agar kamu beruntung.”5 

Sebelum masuk Islam di Kota Mekkah khamr menjadi minuman yang  biasa 

diminum orang pada masa itu, asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan oleh An-Nasai 

dan Al-Baihaki dengan sumber dari Ibnu Abbas sebab dua suku anshar yang 

awalnya hidup rukun akan tetapi ketika mereka meminum minuman keras mereka 

mabuk dan saling menyakiti satu sama lain dan kemudian mereka saling menuduh 

sehingga kaum bersaudara yang tadinya rukun menjadi terpecah belah dan saling 

memusuhi.6 

Khamr memiliki status hukum yang jelas haram, dasarnya pada Q.S. al-

Ma'idah ayat 90, hingga bisa menjadi dasar untuk mencari status hukum 

Narkotika dikarenakan kandungan unsur ('illat) yang serupa yakni membuat 

mabuk dan mampu membuat hilangnya kewarasan, padahal Narkotika memiliki 

efek yang lebih membahayakan daripada khamr. Sehingga, persamaan ini 

merupakan salah satu bentuk qiyas aulā, yakni qiyas yang mensyaratkan sesuatu 

yang serupa dengan khamr agar mendapat perhatian yang lebih besar, dikarenakan 

narkotika memiliki efek yang membahayakan daripada khamr.7 

Selain melalui dasar qiyas, haramnya narkotika berdasar pada arti umum 

dari ayat-ayat al-Qur’an sebagai berikut :  

                                                
5 Qur’an Kemenag, Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 90 
6Sigit Satria, Atikah Dewi Utamu, Dakwah Islamiyah dalam Mewujudkan Masyarakat 

islam bersih Narkoba, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam, Vol. 01, No. )1, 

Juni 2022, hlm. 89 
7Vivi Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana 

Indonesia dan Hukum Pidana Islam,  Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI, No. 2, 

Desember 2017, hlm. 256 
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ىِٕثَ   .... م  الْخَ بٰٰۤ م  عَليَْه  يّ بٰت  وَي حَرّ  لُّ لهَ م  الطَّ  ...وَي ح 

“Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka 

segala yang buruk” (QS. Al-A’raf ayat 157).8 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: 

رٍ حَرَامٌ وَمَا أسَْكَرَ كَث ير  ه  فقََل يل ه   سْك  رَامٌ حَ ك لُّ م   

Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, dan sesuatu yang 

banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun adalah haram (HR. Ibnu Majah 

no. 3392).  

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: 

هَا وَ   ر  عْتصَ  هَا وَم  ر  هٍ ب عيَْن هَا وَعَاص  نَت  الْخَمْر  عَلىَ عَشَرَة  أوَْج  هَا ل ع  باَئ ع 

ب هَا وَسَاق يهَا ل  ثمََن هَا وَشَار  ولةَ  إ ليَْه  وَآك  ل هَا وَالْمَحْم  هَا وَحَام  بْتاَع   وَم 

Khamr dilaknat atas sepuluh bagian; zatnya (minuman itu sendiri), yang 

memeranyas, yang meminta diperaskan, penjualnya, yang meminta dibeli, yang 

membawa, yang meminta dibawakan,  yang memakan hasil penjualanyan, 

peminumnya, dan yang menuangkannya (HR. Ibnu Majah no. 3380).9 

Ganja adalah Narkotika Golongan I berbentuk tanaman yang hanya 

diizinkan guna tujuan penelitian serta ilmu pengetahuan, seperti disebutkan pada 

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengenai narkotika.10 

                                                
8Qur’an kemenag, Al-Qur’an Surah Al-A’raf surah 157 
9Redaksi Kesan, Feed: Khamr (Miras) untuk Rasulullah  صلى الله عليه وسلمArtikel, Selasa, 02 Maret 2021, 

https://kesan.id/feed/feed-khamr-miras-untuk-rasulullah-fb92, diakses Rabu, 17 Mei 2023, Pukul 

20.48 WITA 
10Ibid, hlm. 257 
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Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 

mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 serta Undang Nomor Tahun 

1976 menjadi simbol seriusnya kepemerintahan Indonesia guna menanggulangi 

bahaya penyalahguaan narkotika. Begitu pula di tiap Provinsi serta Kabupaten di 

Indonesia sudah membuat ketetapan peraturan terkait penyalahgunaan narkoba ke 

dalam peraturan daerah, Provinsi Kalimantan Selatan salah satu perda Nomor 17 

Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 

Psikotropika, Zat Adiktif, serta lebih khusus Kabupaten Tanah Laut Peredaran 

prekursor narkotika tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi 

Pencegahan serta Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peradaran Gelap 

Narkotika serta Prekursor Narkotika. 

Peran BNN diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika, yang ditingkatkan menjadi LPNK serta penguatan kewenangan guna 

melakukan penyelidikan serta penyidikan. BNN memiliki kedudukan di bawah  

Presiden, BNN juga memiliki perwakilan di tiap provinsi serta kabupaten/kota 

sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota). 

Serta diaturnya peran masyarakat dalam upaya mencegah serta memberantas 

penyalahgunaan pengedaran narkotika serta prekursor narkotika termasuk 

pemberian penghargaan untuk anggota masyarakat yang telah berjasa dalam 

upaya pemberantasan narkotika serta prekursor narkotika.11 Agar lebih efektif 

terhadap pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap 

narkotika serta prekursor narkotika, berdasarkan pada peraturan Presiden Nomor 

                                                
11Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indnesia, 

Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018, hlm. 203 
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83 Tahun 2007 tentang BNN, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika 

Kabupaten/Kota, mengatur tentang penguatan kelembagaan BNN yang ada.12 

Narkotika termasuk zat serta obat-obatan yang dipergunakan untuk 

penanganan medis, layaknya obat jenis apapun. Penggunaan harus disesuaikan 

dengan ketentuan serta pengawasan sektor kesehatan (dokter, perawat, petugas 

kesehatan, dsb) jika tidak akan muncul berbagai kerugian, baik kerugian individu 

ataupun kelompok pada masyarakat. Kerugian secara fisik, psikologi, ataupun 

sosial bisa dialami langsung oleh konsumen narkotika bahkan dapat menimbulkan 

kematian diakibatkan overdosis. Adapun kerugian secara tidak langsung bagi 

masyarakat terjadi melalui 2 mekanisme : pertama, tidak berfungsinya individu 

anggota di masyarakat sebab mengkonsumsi narkotika yang berbahaya. Kedua, 

kerugian yang disebabkan pelanggaran narkotika hingga konsumen terjebak 

dalam jaringan terlarang serta upaya aparat keamanan yang terus berupaya untuk 

memberantasnya, termasuk dengan menggunakan senjata.13  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur 

Prekursor Narkotika. Dengan tujuan pengaturan pada Pasal 48 Pengaturan 

prekursor dalam Undang-Undang ini mempunyai tujuan :  

a. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor 

Narkotika; 

                                                
12Siswanto, Politik Hukum dalam UU Narkotika No 35 tahun 2009, (Jakarta : PT Rineka 

Cipta 2009),  hlm. 2 
13Bryant Nicholas Joshua Kotambunan, Ivonne Sheriman, dan Fernando J. M. M. Karisoh, 

Tindak Pidana Prekursor Narkotika di Wilayah Negara Republik ndonesia, Lex Crimen, Vol. X, 

No. 3, Apr 2021, hlm. 249 
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b. Mencegah serta memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; 

serta 

c. Mencegah terjadinya kebocoran serta penyimpangan Prekursor 

Narkotika.14 

 

Narkotika yang banyak digu inakan dan diteimuikan di kabu ipatein Tanah 

Lauit yaitu i beiruipa Sabu i dan Karosiprodol (ze init) meiruipakan narkotika golongan I, 

Psikotropika be iruipa obat peineinang dan obat pe inghilang rasa nye iri yaitu i zat 

beinzodiazeipinei dan zat adiktif be iruipa Alkohol. 

Tabel 1.1 Data Penyalahgunaan & Klieen Rehabilitasi di Klinik Pratama 

BNNK Tanah Laut.15 

 

Tahun 

Jenis Kelamin 

Jenis Zat 

Jumlah 

pengguna 

(Orang) 
Perempuan  Laki-laki 

2022 

Januiari – 

Deiseimbeir 

0 31 

AMP/ME iT 24 

SOMA 5 

THC 1 

ALKOHOL 1 

2023 

Januiari - Juini 

  AMP/ME iT 14 

2 

 

18 SOMA 3 

ALKOHOL 3 

                                                
14Ibid, hlm. 249 

15 Data penyalahgunaan dan klien rehabilitasi di klinik Pratama dari BNNK Tanah laut tahun 

2022-2023 
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Keiteirangan :  AMP   : Amfeitamin   

  ME iT   : Meitamfeitamina 

  SOMA  :  Karisoprodol 

  THC  : Teitrahidrokanabinol  

Beirdasarkan tabe il diatas dapat dilihat bahwa je inis zat yang banyak be ireidar 

dan diguinakan dari tahu in 2022 sampai 20223 adalah Amfeitamin, Meitamfeitamina,  

Karisoprodol dan Teitrahidrokanabinol. 

 Tujuan pengaturan prekursor narkotika ialah guna terlindunginya 

masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika, mencegah, 

memberantas peredaran gelap prekursor narkotika, pencegahan terjadi kebocoran 

serta penyimpangan prekursor narkotika. Berdasarkan uraian di atas terhadap 

segala masalah yang terjadi peneliti merasa tertarik untuk lebih jauh mengkaji 

bagaimana yang terjadi di lapangan khususnya Kabupaten Tanah Laut dengan 

karya Ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Prekursor Narkotika di Kabupaten 

Tanah Laut” 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini telah 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 

Tentang Peredaran Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut ?  
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2. Apa saja Faktor Penghambat Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 

2022 Tentang Peredaran Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah 

Laut? 

C. Tujuan Penelitian 

Didasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2022 Tentang Peredaran 

Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut. 

2. Untuk mengetahu faktor penghambat pengimplementasian Perda 

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peredaran Prekursor Narkotika di 

Kabupaten Tanah Laut 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memandang dari segi aspek teoritis, kegunaan Penelitian ini diharapkan 

berguna dan bermanfaat sebagai hasil karya ilmiah yang mampu menunjang ilmu 

pengetahuan serta wawasan untuk kepentingan Negara dan Masyarakat, 

khususnya bagi mahasiswa agar mampu menambah pengetahuan serta 

pemahaman yang nantinya mampu menjadi sebagai salah satu bahan referensi 

pengetahuan serta wawasan untuk kepentingan peneliti serta pembaca dalam 
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memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tatanegara 

(Siyasah Syariyyah), memperluas khazabah kepustakaan UIN Antasari 

Banjarmasin. Sehingga dapat dijadikan bahan banding antar teori dengan 

kenyataan yang ditemukan di lapangan, khususnya mengenai Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut  Nomor 3 tahun 2022 tentang Peredaran 

Prekursor Narkotika.  

2. Manfaat Praktis 

Memandang dari segi aspek praktis, kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Sebagai tugas akhir menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu 

pada jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin.  

b. Penelitian ini mampu dijadikan sebagai sumber pengetahuan yang 

memiliki manfaat dalam mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut  Nomor 3 tahun 2022 tentang Peredaran Prekursor 

Narkotika. 

c. Sebagai bahan masukan serta sumbang pemikiran yang diharapkan 

memiliki manfaat bagi pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Kabupaten Tanah Laut  dalam menangani masalah Tentang Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022. 

3. Manfaat Akademis 

Manfaat Akademis dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai 

sumber refrensi penelitian bagi mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara serta 

semua mahasiswa Universita Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 
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E. Definisi Operasional 

Sebagai upaya untuk menghindari salah kepamahaman dalam 

menginterpretasikan judul dan masalah yang akan diteliti, sehingga penulis 

memberikan definisi operasional sehingga penekanan kajian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Impleimeintasi meinurut KBBI adalah pe ilaksanaan, peineirapan16. Yang 

dimaksud deingan peineilitian ini ialah bagaimana pe ilaksanaan atau pe ineirapan 

PEiRDA Nomor 3 Tahun 2022 Teirkait Peireidaran Preikursor Narkotika di 

Kabupatein Tanah Laut. 

2. Peiraturan Daeirah 

Peiraturan Daeirah kabupate in/Kota ialah pe iraturan peirundang-undangan yang 

disahkan ole ih DPRD Kabupate in/Kota deingan peirseitujuan beisama 

Bupati/Walikota. Peiraturan Daeirah Kabupatein/Kota dibuat atau dibe intuk beirdasar 

pada keiteintuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seirta Peiraturan 

Preisidein Nomor 87 Tahun 2014.17 Dalam peineilitian ini peinulis meimbahas 

meingeinai Peiraturan Daeirah Kabupatein Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 teirkait 

Fasilitasi Pe inceigahan seirta Peimbeirantasan Peinyalahgunaan se irta Peiradaran Geilap 

Narkotika seirta Preikursor Narkotika. Be irdasarkan peiraturan teirseibut peinulis 

                                                
16Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online, (https://kbbi.web.id/implementasi), 

diakses Jum’at 13 Januari 2022 Pukul 10.42 WITA 
17Dalinama Telaumbanua, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota, Jurnal 

Education and Development Institusi Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol, 4 No.1 (April, 2018), hlm. 

96 
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hanya beirfokus pada masalah Pe ireidaran Preikursor Narkotika  di Kabupate in Tanah 

Laut. 

3. Peireidaran 

Peireidaran meinurut KBBI ialah be iralih dari ke iadaan satu kei keiadaan yang 

lainnya seicara beirulang-ulang seiakan-akan meimbeintuk suatu lingkaran.18 

Peireidaran narkoba me inurut undang-undang ialah tiap ke igiatan atau rangkaian 

keigiatan peinyaluran atau Peinyeirahan Narkotika, baik dalam rangka pe irdagangan, 

non peirdagangan, ataupun beiralih tangan guna ke ipeintingan peilayanan keiseihatan, 

peingeimbangan ilmu pe ingeitahuan seirta teiknologi.19 

4. Preikursor 

Preikursor ialah zat atau bahan pe imula atau bahan kimia yang mampu 

dipeirgunakan dalam pe imbuatan Narkotika.20  

5. Narkotika  

Meinurut  Soeirdjono  Dirjosisworo  bahwasanya  pe ingeirtian narkotika ialah “Zat 

yang mampu meingakibatkan  peingaruh  teirteintu  bagi yang  me impeirgunakannya  

deingan  meimasukkan  kei dalam tubuh.” Pe ingaruh teirseibut dapat beirupa 

peimbiusan, peireida nyeiri, rangsangan se imangat seirta beirhalusinasi atau adanya 

deilusi. Khasiat yang dike inal seirta diteimukan dalam dunia me idis ini dimaksudkan 

agar dapat beirmanfaat bagi pe ingobatan seirta keipeintingan manusia dalam bidang 

                                                
18Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online, (https://kbbi.web.id/peredaran), 

diakses Jum’at 13 Januari 2022 Pukul 11.42 WITA 
19Indonesia, Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Mei 2013, 

Nomor TLN: 5419. 
20Indonesia, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, 

Oktober 2009, Nomor TLN : 5062. 
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peinyeimbuhan, peireida nyeiri dan lainnya. Narkotika teirgolong jadi 3 golongan 

yakni:  

a. Narkotika golongan I, me irupakan Narkotika tingkat bahaya paling tinggi. 

Keikuatan adiktifnya sangat tinggi. Ke ilas ini dipeirgunakan untuk pe ineilitian 

seirta sains. Contoh  :  ganja, he iroin, kokain, morfin, se irta opium. 

b. Narkotika golongan II, ialah Narkotika yang me impunyai daya adiktif kuat, 

namun meimbeirikan manfaat untuk peingobatan seirta peineilitian. Contoh : 

peitidin, beinzeitidin, seirta beitameitadol. 

c. Narkotika golongan III, ialah Narkotika yang daya adiktifnya ringan, 

namun meimbeirikan manfaat untuk peingobatan seirta peineilitian. Contoh: 

kodeiin seirta turunannya.21 

F. Penelitian Terdahulu 

Kajian pu istaka seibagai gambaran yang me imiliki hu ibuingan topik yang akan 

diteiliti deingan peineilitian teirdahuilui yang seijeinis agar tidak teirjadi peinguilangan 

peineilitian dan du iplikasi. Gu ina meimpeirjeilas masalah yang ingin dite iliti, maka 

peinuilis meimeirluikan adanya kajian pu istaka uintuik meimbeidakan peinuilisan yang 

akan diteiliti deingan peideilitian mau ipuin juirnal yang te ilah ada, diantaraya se ibagai 

beirikuit: 

Peirtama, Skripsi yang ditu ilis oleih Muihammad Khairu il Asri (NIM 

11724101212) Mahasiswa U iniveirsitas Islam Ne igeiri Suiltan Syarif Kasim Faku iltas 

Syariah dan Huikuim Prodi Hu ikuim Tata Neigara deingan juiduil “Impleimeintasi Peirda 

                                                
21Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indnesia, 

Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018 :  204 
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Kabuipatein Kampar No.7 Tahu in 2018 Teintang Peinceigahan dan Pe inangguilangan 

Peinyalahgu inaan Narkoba di Ke icamatan Koto Kampar Hu ilui dalam Pre isfeiktif Fiqh 

Siyasah”.22 Dalam peineilitian ini peinuilis meingangkat beibeirapa pokok 

peirmasalahan yaitu i Bagaimana Imple imeintasi Peiratuiran Daeirah Nomor 7 Tahu in 

2018 teirkait Peinceigahan seirta Peinangguilangan Peinyalahgu inaan Narkotika, 

Psikotropika se irta Zat Adiktif di Kabu ipatein Koto Kampar Hu ilui, Bagaimana 

Kajian Fiqh Siyasah Imple imeintasi Peiratuiran Daeirah Nomor 7 Tahu in 2018 teirkait 

Peinceigahan seirta Peinanggu ilangan Peinyalahguinaan Narkotika Psikotropika se irta 

Zat Adiktif di Kabu ipatein Koto Kampar Hu ilui. Deingan meingguinakan peineilitian 

lapangan (fieild reiseiarch) yang beirteimpat di Kabu ipatein Koto Kampar Hu ilui. 

peinguimpuilan data meileiwati obseirvasi seirta wawancara seibagai data prime ir yang 

dikuimpuilkan dari peimeirintah keicamatan yaitu i camat beiseirta jajarannya, Polse ik 

dan Bhabinkabtibmas se irta organisasi te irkait seipeirti granat. Maka peirsamaan dan 

peirbeidaannya teirleitak pada peineilitian yang dilaku ikan oleih Mu ihammad Khairu il 

Asri dan peineilitian yang pe inuilis sama-sama teilaah teintang Impleimeintasi 

Peiratuiran Daeirah teirkait Narkotika. Pe irbeidaannya teirleitak pada Peirda yang dikaji 

yaitui Peirda Kabu ipatein Tanah Lau it Nomor 3 Tahu in 2022 teirkait Fasilitasi 

Peinceigahan seirta Peimbeirantasan Pe inyalahgu inaan seirta Peireidaran Geilap 

Narkotika seirta Preikuirsor Narkotika, se idangkan peineilitian oleih khairu il Peirda 

Nomor 7 Tahu in 2018 teirkait Peinceigahan seirta Peinangguilangan Pe inyalahgu inaan 

Narkotika. 

                                                
22Muhammad Khairul Asri, Implementasi Perda Kabupaten Kampar No.7 Tahun 2018 

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Koto Kampar 

Hulu dalam Presfektif Fiqh Siyasah, Skripsi (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021) 
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Keiduia, Skripsi yang ditu ilis oleih Muihammad Adifa Hu idaya (NIM 

1501131106) Mahasiswa U inive irsitas Islam Ne igeiri Antasari Faku iltas Syariah 

Prodi Huikuim Tataneigara (Siyasah Syariyyah) de ingan juiduil “Peiran Peimeirintah 

Kota dalam Meiwuijuidkan kota banjarmasin yang Be irsih Narkoba”.23 skripsi ini 

meingkaji peiran Peimeirintah Kota Banjarmasin dan ju iga BNN dalam 

meinangguilangi Narkotika se ibagaimana diatu ir pada Pasal 104 u indang-uindang 

nomor 35 tahu in 2009. Kajian ini be irtuijuian guina dikeitahuiinya Peiran Peimeirintah 

Kota Banjarmasin se irta meimbantu i Peimeirintah Kota Banjarmasin Badan 

Narkotika dalam me inanggu ilangi ganggu ian Narkotika se ipeirti teirtuiang pada pasal 

104 Uindang-Uindang Nomor 35 Tahu in 2009 yaitu i meineirima seitiap laporan 

adanya seirangan Narkotika agar Kota Banjarmasin Be irsih dari Narkoba. 

Peineilitian ini meimpeirguinakan meitodei peineilitian deiskriptif ku ialitatif, deingan 

peinguimpuilan data meimpeirguinakan teiknik dokuimeintasi seirta wawancara 

langsuing deingan peimeirintah Kota Banjarmasin se irta BNN Banjarmasin. Seihingga 

meineimpatkan peirsamaan dan pe irbeidaan peineilitian yang dite iliti oleih Muihammad 

Adifa Huidaya deingan peineilitian teirseibuit peinuilis sama-sama ingin me ingeitahu ii 

peiran peimeirintah dalam me inangani peirmasalahan yang be irkaitan deingan 

narkotika. Pe irbeidaannya teirleitak pada lokasi pe ineilitian dimana pe ineiliti 

meilakuikan peineilitian di Kabu ipatein Tanah Lau it buikan di Kota Banjarmasin dan 

objeik peineilitian dimana pe ineiliti ingin meimbahas teintang peireidaran preikuirsor 

Narkotika bu ikan peinyitaan Narkotika. 

                                                
23Muhammad Adifa Hudaya, Peran Pemerintah Kota dalam Mewujudkan kota 

banjarmasin yang Bersih Narkoba, Skripsi (Banajarmasin, Universitas Islam negeri Antasari, 

2020)  
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Keitiga skripsi yang ditu ilis oleih Lalita Rachma Wahyu idiana (NIM 

201610110311141) Mahasiswa U iniveirsitas Mu ihammadiyah Malang Faku iltas 

Huikuim Program Stuidi Ilmu i Huikuim beirjuiduil “Impleimeintasi Reihabilitasi 

Teirhadap Peicandui dan Korban Pe inyalahguina Narkotika ditinjau i dari Pasal 544 

Uindang-Uindang No.35 Tahu in 2009 Teintang Narkotika (Stuidi di BNN Kabu ipate in 

Malang)”.24 Skripsi peineilitian ini beirtuijuian guina dikeitahuiinya impleimeintasi pasal 

54 Uindang-Uindang No.35 tahu in 2009 teirkait narkotika di BNN Kabu ipatein 

Malang beirfokuis meincari tahu i meingeinai reihabilitasi peinyalahgu ina narkotika dari 

aspeik eifeiktifitas, dampak hu ikuim seirta sosial yang dilaku ikan di kabu ipate in 

Malang. Meimpeirguinakan meitodei peineilitian yu iridis soisologis de ingan teihnik 

peinguimpuilan data beiruipa wawancara, dokuimeintasi seirta stuidi puistaka.leitak 

peirsamaan teirdapat pada tuijuian yaitu i sama-sama ingin me ingimpleimeintasikan 

suiatui peiratuiran teirkait narkotika dan lokasi te impat uitama yaitu i di BNN, 

peirbeidaanya yaitu i pada objeik peineilitian bahwa peineiliti ingin meimbahas teirkait 

peireidaran preikuirsor narkotika, dan teimpat peineilitian di kabu ipatein Tanah Lau it. 

Seilanjuitnya meitodei peineilitian yang digu inakan ju iga beirbeida. 

Keieimpat, ju irnal yang ditu ilis oleih Bryant Nicholas Joshu ia kotambu inan, 

Ivonnei Sheiriman, Feirnado J. M. M. Karisoh de ingan ju iduil “Tindak Pidana 

Preikuirsor Narkotika di Wilayah Ne igara Keisatuian Reipuiblik Indoneisia” Peineilitian 

ini dilaksanakan be irtu ijuian guina dikeitahuiinya bagaimana tindak pidana Pre ikuirsor 

Narkotika di wilayah te irseibuit Neigara Keisatuian Reipuiblik Indoneisia. 

                                                
24Lalita Rachma Wahyudiana, Implementasi Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban 

Penyalahguna Narkotika ditinjau dari Pasal 544 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika (Studi di BNN Kabupaten Malang), Skripsi (Malang, Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2020) 
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Meingguinakan meitodei peineilitian yu iridis normatif. Kajian ini meimbahas teintang 

peingatuiran u indang-uindang Pre ikuirsor Narkotika yang dibu ituihkan agar tuijuian 

peingatuiran teirseibuit mampu i meilinduingi masyarakat dari bahaya ke ikacauian 

Preikuirsor Narkotika, me inceigah seirta meimbeirantas peireidaran geilap Preikuirsor 

Narkotika seirta meinceigah keibocoran seirta peinyimpangan Pre ikuirsor Narkotika. 

Dan meimiliki peirbeidaan dimana pe ineilitian ini meimbahas bagaimana ke iteintuian 

pidana teirhadap peilakui tindak pidana pre ikuirsor Narkotika se idangkan peineiliti 

ingin meimbahas teintang preikuirsor narkotika yang be ireidar di Kabu ipatein Tanah 

Lauit dan meimbahas bagaimana imple ime intasi Peirda Kabu ipatein Tanah Lau it 

Nomor 3 Tahu in 2022 Teintang Peireidaran Preikuirsor Narkotika.25 

Keilima, juirnal Yang dituilis oleih E imir Ardiansyah, U ilya Keincana, dan 

Romli. SA deingan ju iduil “ Konstitu isionalitas Ancaman pidana Te irhadap Keijari 

(Peineitapan Statuis Barang Sitaan dan Pre ikuirsor Narkotika)” Peineilitian meimiliki 

tuijuian gu ina meilakuikan analisis peiran neigara dalam meilinduingi hak konstitu isional 

Keijari dalam keirangka neigara hu ikuim. Ruiang lingku ip peineilitian meinjabarkan 

struiktuir nilai atau i norma dalam pe iratuiran peiruindang-uindangan seirta asas yang 

dianuitnya. Asas hu ikuim dipeirguinakan dalam peinafsiran U indang-Uindang 

Narkotika deingan meingkaitkannya dalam ke irangka neigara hu ikuim. Meitodei 

peineilitian ialah pe ineilitian hu ikuim normatif deingan meimpeirguinakan data 

seikuindeir. Peineilitian ini me imiliki peirsama yaitu i meimbahas peineilitian meingeinai 

Preikuirsor Narkotika. Dan me imiliki peirbeidaan dimana peineilitian ini meimbahas 

                                                
25Bryant Nicholas Joshua Kotambuan, Ivonne Sheriman, dan Fernando J. M. M. Karisoh, 

Tindak Pidana Prekursor Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia, Lex Crime Vol. X, 

No. 3, April 2021 
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peiran neigara dalam me ilinduingi hak konstitu isional Keijari dalam ke irangka neigara 

huikuim seidangkan peineiliti ingin meimbahas meingeinai preikuirsor narkotika yang 

meinyeibar di Kabu ipatein Tanah Lau it dan meimbahas bagaimana 

peingimpleimeintasian Pe iratuiran Daeirah Kabu ipatein Tanah Lau it Nomor 3 Tahu in 

2022 Teirakait Peireidaran Preikuirsor Narkotika.26 

G. Sistematika Penulisan 

Guina meimuidahkan dalam meimahami mateiri seirta tata uiruitan dalam 

peineilitian ini, maka pe inuilis meinyuisuin sisteimatika peinuilisan seibagai beirikuit : 

BAB I Peindahu iluian. Bab ini me imuiat peirihal beiruipa latar beilakang topik 

dari peinuilisan skripsi se irta seikaliguis meinjadi peingantar uimuim dalam meimahami 

peinuilisan seicara meinye iluiruih yang teirdiri atas latar be ilakang, ru imuisan masalah, 

tuijuian peineilitian, signifikasi pe ineilitian, deifinisi opeirasional, kajian pu istaka seirta 

sisteimatika peinuilisan. 

BAB II Kajian Te iori. Bab ini be irisikan hal-hal yang beirkaitan deingan 

Impleimntasi Peiratuiran Daeirah Nomor 3 Tahu in 2022 Teirkait Peireidaran Preikuirsor 

Narkotika di Kabu ipatein Tanah Lau it. 

BAB III Meitodei Peineilitian. Bab ini me imuiat teintang meitodei peineilitian yang 

dipeirguinakan dalam pe ineilitian ini. Be irisi jeinis dan sifat pe ineilitian, lokasi 

pneilitian, su ibjeik seirta objeik peineilitian, data seirta suimbeir data, teiknik 

                                                
26Emir Ardiansyah, Ulya Kencana, dan Romli. SA, Konstitusionalitas Ancaman pidana 

Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika), Vol. 5, no.2, 

oktober 2021 
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peinguimpuilan data deingan meingguinakan teiknik wawancara, dokuimeintasi seirta 

deiskripsi, dan de ingan teiknik peingolahan   dan analisis data. 

BAB IV Peimbahasan. Bab ini meimuiat peinyajian data be iruipa bagian hasil 

peineilitian meincakuipi data pihak yang te irkait dan hasil wawancara se irta 

bagaimana keiadaan lapangan yang ke imuidian pada bagian hasil pe ineilitian 

meingeinai Impleimntasi Peiratuiran Daeirah Nomor 3 Tahu in 2022 Teirkait Peireidaran 

Preikuirsor Narkotika di Kabu ipatein Tanah Lau it. 

BAB V Peinuituip. Bab ini meimbahas teirkait hasil ke isimpu ilan dari seimu ia 

peimbahasan, seilain itu i teirdapat reikomeindasi seibagai masu ikan peimikiran teirhadap 

hasil yang te ilah disajikan. 


